
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan, maka perlu diatur rincian tugas jabatan 
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Lampung Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung 
Sela tan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PR.4-JA 
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 40 TAHUN 2016 

BU PAT I LAM PUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 

, 



Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Sela tan. 
2. Pemerinlah Daerah adalah Bupali sebagai unsur 

penyclenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm 
pelaksanaan urusan pernerintahan yang mcnjadi 
kewenangan daerah otonom Ka bu paten Lampung Sela tan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan. 
5. Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah 

Saluan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Lampung Selatan. 

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadarn 
Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan. 

BAB I 

TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS 
JABATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMPUNG 
SELA TAN. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
T'ah un 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ah un 
2014 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta h u n 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5094); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 1.cntang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Perat ur an Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Dacrah 
Ka bu paten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Lampung Sclat an 
Nomor 16); 

9. Peraturan Bupati Lampung Sela tan Norn or 36 Tah un 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan F'ungsi, Susu snan 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupatcn 
Lampung selatan. 



Bagian Kedua 

Struktur Organisasi 

Pasal3 

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagairnana dirnaksud dalarn 
Pa sal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang 
tida k lcrpisahkan dari peraturan ini. 

h. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis; clan 

2. Seksi Pemadam Kebakaran. 

Perlindungan dan e. Bidang Sumber Daya Aparatur 
Masyarakat, mernbawahi : 
1. Seksi Sumber Daya Aparatur; dan 
2. Scksi Perlindungan Masyarakat. 

f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi : 
1. Scksi Penccgahan Kebakaran: dan 

d. Bidang Ketertiban Umurn dan Ketenteraman Masyarakal, 
membawahi: 
1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 
2. Seksi Kerja Sama . 

Daer ah , Perundang-undangan c. Bidang Penegakan 
mcmbawahi: 
1. Scksi Pernbinaan , Pengawasan dan Penyuluhan; d an 
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

Cl. Ke pa la Saluan; 

b. Sekrclarial, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepcgawa ian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluaai; dan 
3. Sub Bagian Keuangan dan Asct. 

Pasal 2 
Susunan Organisasi Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kcbakaran adalah sebagai berikut : 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

BAB II 

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

7. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupalcn 
Lampung Selatan. 

8. .Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat ,JFU 
adalah .Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadarn Kebakaran Kabupalen Lampung 
Sela tan. 



Pasal 5 

Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, rincian tugas Kepala Satuan adalah sebagai 
bcrikut : 

a. menyusun dan merumuskan program dan kebijakan teknis 
dibidang Satuan Polisi Pamong Praja clan Pcmadam 
Kebakaran untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsinya; 

b. memimpin, membina mengoordinasikan, mernantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan tcknis 
dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadam 
Kebakaran agar sesuai dengan perencanaan yang telah 
di ten tukan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas lnslansi 
terkait dalam bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran agar terjadi kesamaan persepsi dan 
kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan 
pembangunan; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran sebagai acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

c. menyusun dan melaksanakan kcbijakan Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 

I. mcmbimbing, mcrigawaai dan memberi petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan dan apabila Lcrjadi 
penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang dipcrlukun 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

g. membagi habis tugas Satuan Palisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran dibidang teknis dan ad miriis tra si 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang bcrada 
dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pcmadarn 
Kebakaran mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

Pasal4 

T'uga s Pokok Kepala Oinas adalah mermrnpin Satuan Polisi 
Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas 
pokok dan f ungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran, melaksanakan pembinaan lerhadap aparatur 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 
mcla ksa na kan kcrja sama dan koordinasi dibidang Pclaksuria 
Sa t.u a n Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kcbakaran dcngan 
instansi Pcmerintah da n Organisasi lainnya, sesuai dcngan 
kctcn tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB Ill 

RINCIAN TUGAS JABATAN 



c. membina dan melaksanakan tugas dibidang Kctcn tcrarnan 
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub 
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) dan dibidang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum) dan dibidang 
Ketenteraman (Sub Urusan Kebakaran); 

b. mcnyclcnggarakan ur sa n pemcrintahan dan pcluya n an 
umum dibidang Ketcntcraman dan Kctcrtiban Umum scrt.a 
Perlindungan Masyarakat (Sub Ur u san Ketcntraman dan 
Ketertiban Umum) dan dibidang Ketenteraman d an 
Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub 
Urusan Kebakaran); 

a. mcrumuskan kebijakan teknis dibidang Kctcntcraman dan 
Kctcrti ban Um um scrta Perlindungan Masyarakat (Sub 
Urusan Kctentcraman dan Ketcrtiban Umum) dan dibidang 
Ketcnteraman dan Ketcrtiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran); 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut. : 

Bagian Kedua 

Sekretaris 
Pasal 6 

Tugas Pokok Sekretaris adalah mempunyai tugas membantu 
Bupati mclaksanakan Urusan pemerintahan yang mcnjadi 
kcwcnangan Daerah dibidang Kctcnterarnan dan Kctcrtiban 
Um um ser ta Perlindungan Masyarakat (sub ur usan 
Kctcnteraman dan Ketertiban Um um) dan dibidang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat (sub urusan Kebakaran) dan Tugas Pembantuan 
yang diberikan kepala Daerah serta tugas lain sesuai dengan 
kcbijakan yang ditetapkan oleh Bupati bcrdasarkan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku. 

k. membuat laporan kepada atasan scbagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
a ta sa n untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

at asan 
diam bi! 

1. memberikan usulan dan pertimbangan kepada 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
dibidang Pcndidikan; 

J. mcnilai aktivitas, kreativitas clan produktivitas pela ksariaan 
tugas dari bawahan; 

h. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, u nt.uk 
mcnghindari terjadinya penyimpangan dalarn pelaksanaan 
tugas; 



dan kebersihan J. membina kegialan keolahragaan, 
keta talaksariaan dilingkungan Satuan; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
adalah sebagai berikut : 

Cl. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program 
dan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum clan 
Kepcgawaian dan menyusun bahan untuk pcrncca ha n 
masalah nya; 

c. mclaksanakan penataan administrasi surat-rnenyurat unt uk 
mempermudah proses lebih lanjut; 

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mcnyangkut urusan kcdinasan; 

c. mcnyiapkan dan mernantau pcnycdiaan tern pat. d a n 
perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan 
pertemuan Satuan lainnya; 

I, melakukan bahan penyusunan jadwal acara da n 
adrnirristra.si kcgiatan Kepala Satuan merigurnpuf kan bahan 
penyusunan rencana kebutuhan perlcngkapan dan 
pengadaan, pemeliharaan serta penghapusan barang; 

g. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan 
administrasi kegiatan Kepala Satuan; 

h. melaksanakan tugas rumah-tangga Satuan yang meliputi 
pelayanan dan akomodasi, pcrncliharaan sarana dan 
prasarana serta perjalanan Satuan; 

i. mengatur dan mengurus perbekalan, peralatan da n 
perawatan termasuk penyiapan, penggunaan barang untuk 
keperluan rumah-tangga Satuan; 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum clan Kepegawaian 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang surat- 
menyurat, kearsipan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, 
dokumcntasi dan ketertiban dalarn lingkungan dinas, 
kctatalaksariaan dan urusan rumah-tangga lainnya. 

Pasal9 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Pasal8 

d. melaksanakan pelayanan administrasi dibidang 
Ketenterarnan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat (Sub Urusan Ketenterarnan dan Kctcrtiban 
Umum) clan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran}; 
clan 

e. mclaksanakan tugas lain yang d ibcr'ikan olch Bupati scsuai 
dengan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran. 



Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 10, rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan 
dan Evaluasi adalah sebagai berikut: 

a. mclakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekrcta.ria t dalam rangka penyusurian program 
dan rcncana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Perencanaan 
dan Evaluasi dan mcnyusun bahan untuk pcrnccahan 
masalahnya; 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Pasal 10 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang 
perencanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pcnyusurian 
laporan kegiatan Satuan. 

k. mencari, mengumpulkan, membina kegiatan keolahragaan, 
kebersihan dan ketatalaksanaan dilingkungan Saluan 
mcnghimpun, menyusun serta mcnyajikan data dan 
inforrnasi yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

1. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah 
kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat, usulan 
mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses 
pemberian surat izin cuti, proses usulan pensiun serta 
pernberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian; 

m. rnenginventarisasi masalah-rnasalah yang berhubungan 
dengan bidang kehumasan dan layanan inforrnasi, baik 
rnclalui media cetak maupun elektronik; 

n. menjalin kerja sarna dengan unit kerja lain d alarn rangka 
pelaksanaan kegiatan Umum dan Kepegawaian; 

o. mernimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur 
fungsional umum dilingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepcgawaian agar dapat melaksanakan tugas scca ra 
berdaya-guna clan berhasil-guna; 

p. mcmbagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kcpada 
aparatur Jabatan F'ungsional Umum (JF'U) sebagai 
bawaharmya, agar sctiap personil mcmaharni tugas d an 
tanggung jawabnya masing-masing; 

q. mengumpulkan, menghimpun, dan rncnyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat lapora n 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masu kan 
dalam penyusunan program lebih lanjut.; 

r. mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk mcnyernpurnakan 
hasil kcrja lcbih lanjut; dan 

s. mclaksanakan tugas kcdinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan. 



Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang pcnyiapa n 
bahan pengelolaan administrasi keuangan yang melipuii 
pcnyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban 
scrt.a laporan ke'uarigari Satuan scr ta pengelolaan administrasi 
pcrlengkapan, peralatan dan aset kantor. 

Pasal 13 

Urit.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 12, rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan 
Asct adalah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program 
dan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset unluk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. mcnginventarisasi permasalahan yang bcrhubungan dcngan 
bidang tugas Sub Bagian Keuangan clan Aset dan mcnyusu 11 

ba ha n untuk pemecahanan masalahnya; 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Pasal 12 

c. mengumpulkan bahan dan bekerjasama dengan unit kerja 
terkait dalam rangka merumuskan arah kebijakan dibidang 
percncanaan; 

d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rerica na 
kegiatan Satuan baik bulanan, triwulan, semester, tahunan , 
jangka pendek, menengah dan panjang berdasarkan da ta 
Kegialan Saluan yang telah ada; 

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mcnyusun sc rt.a 
menyajikan data dan informasi yang berhubungan clcngan 
tugas kantor sebagai bahan perencanaan lcbih lanjut.; 

I, mclaksanakan Evaluasi, Pelaporan dan pcngcnda lian 
pclaksanaan program kerja scrta kcgiatan Opcrasi ; 

g. menyusun dan membuat la po ran akun ta bilitas kincrja 
Saluan; 

h. mcrmmpin , mengarahkan dan mernotivasi aparat.ur .Ja ba ta n 
F'ungsional Umum (JF'U) dilingkungan Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi agar dapat melaksariakan tugus 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

i. membagi habis tugas Sub Bagian Percncanaan dan Evaluasi 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) scbagai 
bawahanriya, agar setiap personil mcrna.harni tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

J. mengumpulkan, menghimpun, mengevaluasi dan menyusun 
data dari bawahan sebagai bahan untuk mernbuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan 
dalam penyusunan rencana program lebih la njut; 

k. mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk menyempurnakan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 



q. mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawa hu n u n t.u k 
penyernpur naan hasil kerja lebih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
a tasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang bcr laku . 

k. menyelenggarakan penataan dokumen keuangan d a n 
pcnyusunan laporan realisasi anggaran; 

1. melaksanakan urusan rumah-tangga Satuan yang meli p'ut.i 
fasilitasi dan pelayanan akomodasi, pemeliharaan sa ra na 
dan prasarana kan tor; 

m. mcngumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, 
pencatatan, pemeliharaan, penyirnpanan, distribusi, 
penghapusan dan pclaporan dibidang perlengkapan, 
perbekalan, peralatan dan aset Satuan; 

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparat.ur .Jabatan 
Fungsional Umum ('"'TFU) dilingkungan Sub Bagian Kcuangan 
da n Aset agar dapat melaksanakan tugas sccara bcrdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan Asel kcpada 
aparatur .Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil rnemaharni tugas dan 
tanggung jawabnya masing-rnasing; 

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan t.uga s 
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan 
masukan dalam penyusunan program dan renca na kcrja 
lebih lanjut; 

d. rncngurnpulkan bahan penyusunan rc ncaria kcbut.uhan 
keuangan Satuan; 

c. menyiapkan bahan dalam rangka pcnyusunan rcricana 
perubahan anggaran Satuan; 

f. melakukan adrninistrasi pembukuan secara sistematis dan 
kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk rnemudahkan kon t.rol 
terhadap penggunaan keuangan Satuan; 

g. mcmproses usulan pengangkatan dan pernberhenlian para 
pejabat pengelola anggaran dan barang lingkup satuan; 

h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi 
keuangan dan pembendaharaan; 

1. mcnyclenggarakan pembukuan, penghitungan dan vcrifika si 
pertanggungjawaban keuangan; 

J. memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan; 

c. mengurnpulkan pedornan dan petunjuk tek nis penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serla rncnyiapkan 
bahan pcnyusunan Anggaran dan Pcndapatan Bclanja 
Satuan; 



. . masmg-rnasing; 
h. mcncrima, mempelajari laporan dan saran dari bawah an 

sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun 
program kerja selanjutnya; 

i. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna clan bcrha sil- 
guna; 

J. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
k. membuat laporan kepada Kepala Satuan scbagai 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja dinas lcbih 
lanjut; dan 

Pasa1 15 
Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14, rincian tugas Kepala Bidang Penegakan 
Pcraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

a. rnclaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang clan 
Sekretariat dalam rangka penyusunan program kcrja Satuan 
serta rencana kerja pada Bidang Penegakan Perundang- 
unclangan Daerah unt uk menjadi bahan acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawah an dalarn 
mclaksanakan tugas dibidang Pcncgakan Perundang- 
undangan Daerah, agar pelaksanaan tugas dapat bcrja lan 
sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Penegakan Perundang-undangan 
Dae rah serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dcngan bidang tugas Pcnegakan Pcrunclang- 
undangan Daerah scbagai landasan dalarn pclak sanaa n 
tugas; 

d. menyusun clan merumuskan program kcrja Pcncgakan 
Perat uran Perundangan-undangan daerah; 

c. menginventarisasi permasalahan-pcrmas8lahan yang 
berhubungan dcngan bidang Pencgakan Pcrundang- 
undangan Daerah dan menyusun bahan unt.uk pcmccahan 
ma sa la.h nya; 

I. melaksanakan Operasi Penegakan Peraturan Daerah yang 
be r sifat pembinaan/ Non Yustisial; 

g. membagi habis tugas pada Bidang Penegakan Perunclang- 
undangan Daerah kcpad a bawahan , agar sctiap apa ra tur 
yang ada memahami bcban tugas d a n tanggung jawabnya 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 

Pasa1 14 

T'ugas Pokok Kepala Bidang Periegakan Perundang-undangan 
Dacrah adalah melakukan koordinasi penyusunan program 
kerja dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, 
Pembinaan, Pengawasan dan Penyu1uhan serta rnelakukan 
Penyelidikan. 



sama dengan unit kerja lain dalam rangka 
kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan 

1. menjalin kerja 
pelaksanaan 
Penyuluhan; 

J. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsiorial Umum (JFU) di Lingkungan Seksi Pembinaan, 
Pengawasan dan Penyuluhan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 
Penyuluhan kepada Jabatan Fungsional Umum scbagai 
bawahannya agar sctiap personil mcmahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

Unluk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 16, rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan, 
Pengawasan dan Penyuluhan adalah sebagai bcrikut : 
a melakukan koordinasi dengan Seksi lainnya dilingkungan 

Bidang Pencgakan Peraturan Perundang-undangan Dacrah 
dalam rangka menyusun program kerja Seksi Pernbiriaan , 
Pengawasan dan Penyuluhan untuk dijadikan pcdoman 
dalam melaksanakan tugas; 

b menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dcngan 
Bidang tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penvuluhun 
untuk pemecahan masalahnya; 

c mclaksariakan Pernbinaan, Pengawasan dan pcriy ul u h an 
dalarn rangka penegakan Pcraturan Dacrah , Pcrat.uran 
Bupati dan Keputusan Bupati; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan pernbinaan, pcngawasan 
dan penyuluhan dalam penegakan Peraturan Daernh, 
Peraturan Bupati clan Keputusan Bupati; 

c. mclaksanakan pengawasan terhadap masyarakai agar 
mcmatuhi dan mentaati Peraturan Dacrah , Pcraturan 
Bupati dan Keputusan Bupati; 

f. melaksanakan Penegakan Disiplin, Tata Tertib dan 
Kesadaran terhadap aparatur PNS dalam rne rna t u h i 
paraluran perundang-undangan yang berlaku; 

g. menyiapkan dan melaksanakan bahan perurnusan kebijakan 
Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan; 

h. melaksanakan dan menyusun evaluasi serta laporan 
pelaksanaan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 
Penyuluhan; 

Pasal 17 

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 
Pasal 16 

Tugas Pokok Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 
Pcnyuluhan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Seksi 
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 



Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 
Pasal 18 

Tugas Pokok Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah 
mclaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Pcrundang- 
undangan Dacrah di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan lugas pokok sebagaimana dirnaksud 
da lam Pasal 18, rincian tugas Kepala Seksi Penyelidikan dun 
Pcnyidikan sebagai berikut: 

a. melakukan koord ina si dengan unit kerja lainnyu 
dilingkungan Bidang Penegakan Perundang-undangan 
Daerah untuk penyusunan program dan rencana kerja Scksi 
Pcnyclidikan dan Penyidikan untuk dijadikan pcdoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi Penegakan Perundang-undangan Daerah 
yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Penyelidikan 
dan Penyidikan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. menyiapkan dan melaksanakan bahan perumusan kcbijakan 
Penyclidikan dan Penyidikan; 

d. melaksanakan dan menyusun evaluasi serta Iapor an 
pelaksanaan kegiatan di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 

e. mclaksanakan Penutupan dan Penyegelan kepada badan 
hukum yang melanggar Peraturan Dacrah, Peraturan Bu pa ti 
dan Kcputusan Bupati; 

I. menjalin kerja sama dengan unit kerja lain dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan; 

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Penyelidika n 
dan penyidikan agar dapat melaksanakan tugas seca ra 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h. membagi habis tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan un tuk 
mcrnbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai ma sukan dala m 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

J· mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawa ha n urit.u k 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

1. mengumpulkan, menghimpun clan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat la.po ra n 
pclaksariaan tugas kepada atasan dan untuk dijadikan 
ma sukan dalam penyusunan program lcbih la nj ut ; 

m. mcngcvaluasi hasil kerja bawahan untuk mcnyempurnakan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d iberi kan olch 
atasan untuk kelancaran pelaksanan tugas. 



Pasal 21 

Urituk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 20, rincian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum 
dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam 
rangka penyusunan program kerja Satuan sebagai pedoman 
dalam rangka menyusun anggaran belanja Satuan serta 
rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mernirnpin, mengarahkan serta mernantau pcnilaian hasil 
kerja bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan progam 
kerja yang Lelah disusun; 

c. mcmpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Ketertiban Umum dart 
Ketenteraman Masyarakat serta peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan bidang tuga s 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakal scbaga i 
landasan dalam pelaksanaan tugas Saluan; 

d. menyusun dan merumuskan program penyelengaraan 
Ketcrtiban umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

c. mcnyusun kcbijakan ketertiban umum dan keteritcrarnan 
masyarakat; 

I. melaksanakan koordinasi konsultasi, pemeliharaun 
dan penyelenggaraan Ketertiban Umum clan Kctentcrarna n 
Ma syu ra ka t dalarn Pcnegakan Pcra tura n Dacra h , Pcra t ur a n 
Bupati dan Keputusan Bupati; 

g. rnclaksanakan Pcncrtiban terhadap masyara kat y~rng 
mclanggar ketertiban umum dan ketenteraman rna sva ra ka t; 

h. mclaksanakan koordinasi dcngan pihak kepolisian mengat.u r 
Arus Lalu lintas di jalan yang terjadi kemacetan akibat 
kurang tertibnya masyarakat atau tern pat ruas-ruas ja la n 
yang ada dalam lingkungan pa sar maupun tcrnpa t 
kcramaian lainnya yang dapat menimbulkan kcmaccta n; 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat 
Pasal 20 

Tugas Pokok Kepala Bidang Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat adalah melakukan koordinasi 
pcnyusunan program kerja Satuan dibidang Perumusan 
Pcdoman, koordinasi penegakan Ketertiban umum dan 
Ketcnterarnan masyarakat serta kerja sama dengan instansi 
lain. 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 



Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 22, rincian tugas Kepala Seksi Operasi dan 
Pcngcndalian adalah sebagai berikut : 

Pasal 23 

Tugas Pokok Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah 
rnelaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat dibidang Operasi dan Pengendalian. 

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 

Pasal22 

. . masmg-masmg; 
p. mcncrima, mcrnpelajari laporan dan saran dari bawahan 

sebagai masukan, untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

q. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrha sil- 
guna; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan unt.uk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

s. menjalin kerja sama dengan unit kerja lain dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenterarnan 
Masyarakat; 

l. mcmbuat laporan kcpada Kcpala Satuan scbagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
Satuan lebih lanjut; dan 

LL melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

1. melaksanakan Pengamanan di tempat keramaian yang dapat. 
mengakibatkan mengganggu ketertiban umum dan 
ketcnteraman masyarakat; 

J. mclaksanakan pengamanan piket Kantor Pemda, Ru mah 
.Jabatan , Gedung milik Pemerintah serta tempat-tempat 
lainnya yang diperlukan atau diminta; 

k. melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan Bu pa ti, 
Pejabat lainnya, dan tamu VIP yang berkunjung ke Daerah; 

1. melaksanakan tugas patroli di pusat-pusat kcrarnaian dalam 
wilayah tugasnya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan; 

m. melaksanakan pengawasan, penertiban pedagang kaki lima 
yang melanggar peraturan daerah dan para tukang 
ojek/becak yang mangkal di ternpat-tempat rawan lalu 
lintas; 

n. mcnyiapkan petugas upacara dan pctugas apcl urituk 
kegiatan hari-hari besar nasional serta petugas yang dirninta 
oleh in stansi lain; 

o. membagi habis tugas pada bidang ketertiban umum dan 
keten teraman masyarakat kepada bawahan agar setiap 
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawab 



Kepala Seksi Kerja Sama 

Pasal 24 

Tugas Pokok Kepala Seksi Kerja Sama adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat dibidang Kerja Sama. 

g. melaksanakan tugas patroli di pusat-pusat keramaian dalarn 
wilayah tugasnya, untuk rnencegah tcrjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan; 

h. mclaksanakan pengawasan, pcnertiban pedagang kaki lima 
yang melanggar peraturan daerah dan para tukang 
ojek/becak yang mangkal di tempat-tempal rawan lalu 
Jin Las; 

1. rncnjalin kcrja sarna dcngan unit kcrja lain dalam rangka 
pcla ksanaan kcgiatan Operasi dan pcngeridalian; 

.J. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Operasi dan 
Pengendalian agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Seksi Operasi dan Pengendalian 
kepada Aparatur .Jabatan Fungsional Umum scbagai 
bawahanya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-rnasing; 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data d ari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan untuk dijadikan 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk menyempurnakan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pemda, 
tcrnpat- 

melaksanakan tugas pengamanan piket Kantor 
Rumah .Jabatan , Gedung milik Pemerintah serta 
tempat lainnya yang diperlukan atau diminta; 

f. melaksanakan tugas Pengawalan dan Pengamanan Bupati , 
Pejabat lainnya dan tamu VIP yang berkunjung ke Dacrah; 

c. 

d. melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan di tempat 
keramaian, lokasi pasar dan penertiban pedagang kaki lirna 
yang mengganggu Ketertiban umum; 

yang berhubungan dcngan 
dan Pengendalian untuk 

b. menginventarisasi permasalahan 
Bidang tugas Seksi Operasi 
pemecahan masalahnya; 

c. memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan 
kegiatan lingkup Operasi dan Pengendalian dan pencrapan 
aturan dan prosedur pclaksanaan tugas kepada masyarakat 
dibidang Ketertiban Umum clan Ketenteraman Masyarakat.; 

a. melakukan koordinasi dengan Seksi lainnya dilingkungan 
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat 
dalam rangka menyusun program kerja Seksi Operasi dan 
Pcngendalian untuk dijadikan pedoman dalarn 
melaksanakan tugas; 



k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan untuk dijadikan 
ma su ka n dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

m. mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk rnenyernpurnakan 
hasil kerja lebih lanjut; clan 

n. rnclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberika n olch 
atasan untuk kelancaran pelaksanan tugas. 

J, mcnyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, kon sultasi, 
komunikasi dan kerja sama antar lembaga atau unit kerja 
lain yang berkaitan dengan lingkup tugas; 

g. mcnyiapkan petugas upacara dan petugas ape! untuk 
kegiatan hari-hari besar serta petugas/ anggota yang diminta 
oleh instansi lain; 

h. rnernbantu Kepolisian rnengatur Arus Lalu lintas di ja la n 
yang terjadi kemacetan akibat kurang tertibnya masyarakat 
atau tempat ruas-ruas jalan yang ada dalam lingkungan 
pasar maupun tempat keramaian lainnya yang dapat 
menimbulkan kemacetan; 

1. memimpin, mengarahkan clan memotivasi Aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Kerja Sama 
agar clapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna clan 
berhasil-guna; 

J· membagi habis tugas Seksi Kerja Sama kepada Aparatur 
.Iabatan Fungsional Umum sebagai bawahanya agar setiap 
personil memahami tugas clan tanggung jawab masing- 
masmg; 

dalarn rangka 
dan Ketenlcraman 

sarna 
Umum 

d. menyiapkan konsep kerja 
penyclenggaraan Keteriban 
Masyarakat; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pclaksanuan 
kegiatan kerja sama an tar lembaga pengamanan di daerah; 

Pasal 25 

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 24, rincian tugas Kepala Seksi Kerja Sama adalah 
sebagai berikut : 

a. mclakukan koordinasi dengan Scksi lainnya dilingkungan 
Bidang Ketertiban Umum dan Kctcntrarnan rnasyarakat 
dalam rangka menyusun program kerja Seksi Kerja Sama 
untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mcnginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Scksi Kerja Sama dan menyusun bahan unluk 
pcmccahan masalahnya; 

c. memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan 
kegiatan lingkup Kerja sama dan penerapan at u ra n clan 
proscclur pelaksanaan tugas kepada rnasyarakat dibidang 
t.uga s Seksi Kerja Sama; 



program perlindungan merumuskan 1. menyusun dan 
masyarakat ; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26, rincian tugas Kepala Bidang Sumbcr Daya 
Aparatur dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan 
Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Satuan 
sebagai pedoman untuk menyusun anggaran belanja Satuan 
serta rencana kerja Bidang Sumber Daya Aparatur dan 
Perlindungan Masyarakat untuk dijadikan bahan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. me mimpin, mengarahkan serta memantau penilian hasil 
kerja bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang Sumber 
Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dcngan program 
kerja yang telah disusun; 

c. rnempclajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Sumber Daya Apa ra tur dan 
Perlindungan Masyarakat serta peraturan pcrundang- 
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas Sumbcr 
Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Saluan; 

d. menyiapkan bahan dan merumuskan langkah dalam rangka 
peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Polisi Pamong 
Praja dan Perlindungan Masyarakat; 

c. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa bahan da n da t.a 
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis Fungsional kemampuan Saluan Polisi 
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; 

I. mempersiapkan clan mengatur personil Sat.ua n Polisi 
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang a ka n 
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tckn is fungsional 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; 

g. melaksanakan perlindungan masyarakaL agar te rcipta 
Ketcrtiban Umum dan Kctcntcrarnan Ma syarakat; 

h. me nyiapkan rcncana , bahan dan melaksanakan a nulrsi« 
scrta penanganannya akibat gangguan kcarna na n 
masyarakat; 

Pasal 27 

Pasal 26 

Tugas Pokok Kepala Bidang Sumber Daya Aparat.ur dan 
Perlindungan Masyarakal adalah melakukan koordina si 
mcrumuskan dan penyusunan program kerja dan molak suria ka n 
scrta menilai atas pelaksanaan dibidang Sumber dayu Aparat.ur 
dan Perlindungan Masyarakat serta koordinasi d a n kcrja sa ma 
dcngan instansi lain. 

Bagian Kelima 

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan 
Perlindungan Masyarakat 



Pasal 29 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 28, rincian tugas Kepala Seksi Sumbcr Daya 
Aparatur ada lah sebagai berikut: 

a. rnelakukan koordinasi dengan Seksi lainnya dilingkungan 
Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masva rakat 
untuk menyusun program kerja Seksi Sumbcr Daya 
Aparatur untuk dijadikan pedoman dalarn me laksa naka n 
tugas: 

b. meriginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
Bidang tugas Seksi Sumber Daya Aparatur dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menjalin kerja sama dcngan unit kerja lain dalam ra ngka 
pelaksa naan kegiatan Sumber Daya Aparat ur ; 

d. memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan 
kegiatan lingkup Kerja sama dan penerapan aturan dan 
proscdur pelaksanaan tugas dibidang tugas Seksi Sumbcr 
Daya Aparatur; 

Pasal 28 

Tugas Pokok Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur 
dan Pcrlindungan Masyarakat untuk meningkatkan Sumbcr 
Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja. 

Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur 

. . rnasmg-masmg; 
1. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 

sebagai masukan, untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

m. membina clan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut.; 

o. melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada guna 
mcnunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. membuat laporan kepada Kepala Satuan sebagai ma sukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
Satuan lebih lanjut; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan oleh 
atasa n, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

J· rnelaksanakan kerja sarna dengan unit kerja lain dalarn 
rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; 

k. rncrnbagi habis tugas pada bidang Surnbcr Daya Aparatur 
dan Perlindungan Masyarakat kepada bawahan agar sct.iap 
aparatur yang ada rnernahami tugas dan tanggung jawab 



Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30, rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan 
Masyarakat ada lah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan Seksi lainnya dilingkungan 
Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 
untuk menyusun program kerja Scksi Perl ind u nga n 
Masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam melaksurrakan 
tu gas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dcngan 
Bidang tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan mcnyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan 
kegiatan lingkup Perlindunagan Masyarakat dan pencrapan 
aturan dan prosedur pelaksanaan tugas dibidang Seksi 
Perlindungan Masyarakat; 

Pasal 31 

Tugas Pokok Kepa la Seksi Perlindungan Masyarakat ad a la h 
mclaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur 
dan Pcrlindungan Masyarakat untuk meningkatkan 
Perlindungan Masyarakal, Ketertiban Umum dan Ketentcraman 
Masyarakat. 

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 

Pasal 30 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Iasilitasi, 
sosialisasi dan komunikasi pelaksanaan penyusunan dan 
peningkatan kualitas dan kuantitas Aparatur Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; 

I. mcrnpcrsiapkan bahan, matcri dan personal untuk 
mendukung kegiatan Pendidikan clan Pelatihan T'ckriis dan 
F'ungsional pada Satuan; 

g. menganalisis data clan informasi peningkatan kualitas dan 
kuantitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mernclihara 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur .Jabatan 
Fungsiorial Umum (JFU) dilingkungan Seksi Sumber Daya 
Aparatur agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna. 

J. mcmbagi habis tugas Scksi Sumbcr Daya Aparatur kcpad a 
.Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya agar sctiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawab masing- 
masmg; 

J- mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membual laporan 
pelaksanaan tugas kcpada a tasan da n untuk dijadikan 
masukan dalam pcnyusunan program lcbih lanjut; 

k. mcngcvaluasi hasil kerja bawahan untuk mcnycmpurnakan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

!. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan unluk kelancaran pelaksanan tugas. 



peraturan perundang-undangan, 
pet.unjuk teknis serta data dan 

berhubungan dengan bidang 

menelaah dan mengolah 
kebijakan, pedoman dan 
informasi lainnya yang 
tugasnya; 

b. menyusun bahan kebijakan, pedornan dan petunjuk teknis 
pencegahan dan fasilitasi pelaksanaan penyelamatan 
bencana kebakaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan 
keten tuan yang berlaku; 

a 

Pasal33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 32, rincian tugas Ke pala Bidang Pernaclarn 
Kebakaran adalah sebagai berikut : 

Pasal32 

Bidang Pe madam Ke bakaran adalah 
penyusunan program kerja dibidang 

Tugas Pokok Kepala 
melakukan koordinasi 
Pc madam Ke bakaran. 

Bagian Keenam 

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 

. . masmg-masmg; 
k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 

bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan untuk dijadikan 
masukan dalam penyusunan program lebih la njut: 

m. mcngevaluasi hasil kerja bawahan untuk menycmpurriakan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan untuk kelancaran pelaksanan tugas. 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan Ia sil ita si , 
menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang 
berkaitan dcngan akibat terjadinya ganguan pcrlindungan 
masyarakat; 

c. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa bahan dan data 
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan 
masyarakat; 

I. melaksanakan kerja sama dengan unit kerja lain dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bcncana; 

g. mempersiapkan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Keba karan dalam Penanggulangan Be nca n a ; 

h. menyiapkan dan membentuk personil perlindungan 
masyarakat di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kclura han 
dalam upaya mencegah gangguan Keamanan, Kelcrtiban 
Umum dan Keteritrarnan Masyarakat; 

I. mcmimpin, mcngarahkan dan mcrnotivasi apar atur .Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Perlindungan 
Masyarakat agar dapat melaksanakan tugas secara bcrdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

J. membagi ha bis tugas Seksi Perlindungan Masyarakat kcpada 
Aparatur Jabatan Fungsional Urnurn sebagai bawaha nya 
agar setiap per sonil memahami tugas dan tanggung jawab 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 34, rincian tugas Kepala Seksi Penccgahan 
Kcbakaran adalah sebagai berikut : 
a. mcnghimpun, menelaah dan mengolah pcrat.uran 

perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan pctunjuk 
teknis serta data dan inforrnasi lainnya yang berhubungan 
dengan tugasnya; 

Pasal35 

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran 

Pasal 34 

Tugas Pokok Kepala Seksi Pencegahan Kcbakaran adalah 
mclaksariakan sebagian tugas Bidang Pemadam Kebakaran. 

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
sesuai lingkup tugasnya. 

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan se suat biclang 
tugasnya; clan 

n. memberikan petunjuk, bimbingan clan arahan serta 
penilaian kinerja kepada bawahan; 

m. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 
sesuai bidang tugas masing-masing; 

1. mcmberikan saran dan pertimbangan kepada a ta san 
berkaitan dengan bidang tugasnya; 

k. melakukan inventarisasi perrnasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya clan menyusun 
petunjuk pemecahannya; 

J. melakukan koordinasi dengan bidang/unit kerja terkait 
dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan 
kelembagaan pemadam kebakaran; 

h. menyiapkan bahan perumusan kebutuhan sara na clan 
prasarana pencegahan clan pemadaman kebakaran; 

g. mcnyiapkan bahan pemantauan, invcstigasi, birnbingan dan 
pcnyuluhan dibidang pemadam kcbakaran; 

f. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis mcngenai 
pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran; 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan dan 
pengcmbangan personil; 

d. melaksanakan penerapan clan pengawasan pecloman, 
manual clan norma dibidang pemaclam kebakaran; 

c. menyusun rencana, program kerja clan kegiatan Biclang 
Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dan acuan kerja; 



Pasal 37 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirriaksud 
dalam Pasal 36, rincian tugas Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 
adalah sebagai berikut : 

Pasal 36 

Tugas Pokok Kepala Seksi Pemadarn Kebakaran adalah 
mclaksanakan sebagian tugas Bidang Pernadam Kcbakaran. 

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberi kan ole h at.a sa n 
sesuai lingkup tugasnya. 

n. mcnyclenggarakan evaluasi clan pclaporan scsuat bidang 
tugasnya; dan 

m. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan scr ta 
penilaian kinerja kepada bawahan; 

1. mernbagi dan mendistribusikan tugas kepada bawa han 
sesuai bidang tugas masing-masing; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
berkaitan dengan bidang tugasnya; 

J. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun 
petunjuk pemecahannya; 

i. mclakukan koordinasi dengan bidang/unit kcrja tcrkai t 
untuk mendukung kelancaran pclaksariaan tugas; 

g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan ten tang 
pencegahan kebakaran; 

h. melaksariakan pengaclaan clan pemeliharaan per ala tan 
pencegahan kebakaran; 

perumusan kebijakan metodc 
bagi SDM/anggota pemadam 

bah an 
latihan 

mengumpulkan 
pendidikan clan 
kebakaran; 

r. 

program e. melakukan pengkajian dan pengem bangan 
pencegahan menghadapi bencana kebakaran; 

d. melaksanakan penerapan clan pengawasan pedoman, 
manual dan norma dibidang pcnccgahan kcbakaran; 

c. menyusun rencana, program kerja dan kegiatan Scksi 
Pencegahan Kebakaran sebagai pedoman dan acuan kerja; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis bidang pencegahan kebakaran se suai 
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang bcrlaku; 



Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kelompok 
Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 38 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB IV 

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberi kan oleh a ta sa.n 
sesuai lingkup tugasnya. 

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang 
tugasnya; dan 

n. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta 
penilaian kinerja kepada bawahan; 

m. membagi dan mendistribusikan tugas kcpada bawa ha n 
sesuai bidang tugas masing-masing; 

1. memberikan saran dan pertimbangan kc pad a at.a sa n 
bcrkai tan dengan bidang tugasnya; 

k. mclakukan invcntarisasi permasalahan-pcrmcisalahan yang 
bcrhubungan dengan bidang tugasnya dan mcnyusun 
petunjuk pemecahannya; 

J. melakukan koordinasi dengan bidang/unit kerja Lcrkait 
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. mengcvaluasi perigarahan personil pemadam kebakaran dan 
kegiatan/terjadinya kebakaran; 

c. mcmpcrsiapkan bahan kebijakan pengerahan pcrsonil 
pemadam kebakaran; 

f. mclakukan invcntarisasi dan pcngumpulan bahan/data 
dacrah rawan potensial kebakaran serta kejadian kebakaran; 

g. melak sanakan penanggulangan bencana kebakaran; 

h. mclaksanakan pcngadaan dan pcmeliharaan perala tan 
pemadam kebakaran; 

d. melaksanakan penerapan dan pcngawasan pcdoman, 
manual dan norma dibidang pemadaman kebakaran; 

a. menghimpun, menelaah dan mengolah peraruran 
perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 
teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis dibidang pernadarnan kebakaran sc suai 
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

c. mcnyusun rencana, program kerja dan kegiatan Scksi 
Pemadaman Kebakaran sebagai pedoman dan acuan kerja; 
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Pasal 40 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal39 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rincian 
Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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